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RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG)

Menimbang :

Mengingat

1.

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA,

bahwa  pembangunan  bertujuan untuk menwujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mencakup berbagai
aspek kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil,
baik laki-laki maupun perempuan;

bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki aspirasi,
kebutuhan dan pengalaman yang berbeda namun keduanya
memiliki hak, kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang
sama dalam pembangunan;

bahwa di masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk
kesenjangan gender, sehingga perlu mengintegrasikan strategi
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

bahwa dalam rangka menwujudkan keadilan dan kesetaraan
gender serta memberikan kerangka pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten
Maluku tenggara, maka perlu merumuskan Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Dalam
Pembangunan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1974 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1645);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 1965,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) KABUPATEN
MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

Gender adalah konsep yang mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang dianut
oleh masyarakat setempat mengenai perbedaan tugas, peran, tanggungjawab,
sikap, sifat dan status antara perempuan dan laki-lakiyang bukan berdasarkan
pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas yang dapat berubah dari
waktu ke waktu.

Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
prencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Gender Analisys Pathway, yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis
yang dikembangkan untuk membantu para perencanaan SKPD melakukan
Pengarusutamaan Gender.

Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan
yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam
akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan dan dalam menikmati
manfaat yang sama dan adil disemua bidang kehidupan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan
dan laki-laki.

Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis dalam
mengindentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-
laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi
dalam proses pembangunan dan manfaat pembangunan yang mereka nikmati,
serta mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,
fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam
konteks perbedaan kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengadung masalah kesenjangan
antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan.
Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan
control yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial
budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan.
Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak
kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.

Kesadaran Gender adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi
masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya
perempuan dalam segala aspek pembangunan.

Perencanaan Berpespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah
penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber
pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS dalah dokumen yang
menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu
gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan
untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut
RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholder dalam
melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukut dan berkelanjutan
sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan
kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah
mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi
pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dibentuknya pedoman adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan
pencapaian  kesetaraan dan  keadilan  melalui pelaksanaan  strategi
Pengarusutamaan Gender pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3
Tujuan dibentuknya pedoman adalah  untuk memberikan  panduan
terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan Pembangunan Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif
gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III
SISTEMATIKA RANDA PUG
Pasal 4
(1) Sistematika RANDA PUG terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan.
Bab II : Analisa Situasi.
Bab Ill : Rencana Aksi.
Bab IV : Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.
BabV : Penutup.

(2) Isi serta uraian RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara.
Ditetapkan di Langgur
pada tanggal Juli 2019
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